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Upah Minimum Provins (UM P) merupakan standar upah bagi pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah
sebagail jaring pengaman untuk melindungi pekerja dari sistem pengupahan yang rendah di setiap
daerah/provinsi. Dalam proses penetapannya, besaran UMP direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan
Provins (Depeprov) untuk ditetapkan oleh Gubernur. DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara
Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari daerah lainmya dalam penetapan UMP tahun
2016. Tugas Karya Akhir ini membahas pertimbangan baru dan pertimbangan yang berbeda dari tahun-
tahun sebelumnya dalam mengambil sebuah keputusan pada penetapan UMP DK Jakarta Tahun 2016.
Penelitian ini adalah penelitian desk research dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini
menggambarkan bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Depeprov dan intervensi oleh pemerintah pada
penetapan UMP DK Jakarta tahun 2016 cukup mengakomodir kepentingan pengusaha dan pekerja
walaupun terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

...... Provincial Minimum Wage (UMP) is a standard wage for labour that government decreeissued asa
safety net to protect labour from low wage system in each region / province. In the process of the
establishment,the amount recommended by the Provincial Wage Council to be determined by the Governor.
DKI Jakartaisthe Capital City of Indonesia has unique characteristics that are different from other areasin
the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakartain 2014. This thesis discusses the new
considerations and different considerations from past years in decision making in the process of establishing
Provincial Minimum Wage of Jakartain 2016. The results of this study describes that the considerationsin
Depeprov and intervention by the government in the process of establishing Provincial Minimum Wage of
Jakartain 2016 is sufficient to accommodate entrepreneurs and labour interests although there are
considerations can be said inappropriate with applicable regul ations.
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